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ORINEWS.id   –  Anggota  DPR  RI  dari  Fraksi  PDI  Perjuangan
(PDIP),  Dolfie  Othniel  Frederic  Palit,  meluruskan  tudingan
Partai Gerindra yang menyebut partainya menginisiasi kenaikan
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  menjadi  12  persen  melalui
Undang-Undang  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU
HPP) pada tahun 2021.

Dolfie menjelaskan bahwa UU HPP adalah inisiatif Pemerintahan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5
Mei 2021.

“UU  HPP  merupakan  UU  inisiatif  Pemerintahan  Jokowi  yang
disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021,” kata Dolfie, saat
dikonfirmasi pada Minggu (22/12/2024).

Dia  menegaskan,  delapan  fraksi  di  DPR,  termasuk  Partai
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Gerindra, menyetujui pengesahan UU HPP pada 7 Oktober 2021.
Adapun satu-satunya fraksi yang menolak adalah Partai Keadilan
Sejahtera (PKS).

Dolfie menjelaskan, UU HPP berbentuk omnibus law yang mengubah
ketentuan pada sejumlah undang-undang, termasuk UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan
(PPh), UU PPN, dan UU Cukai. 

Selain itu, UU HPP juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela
Wajib Pajak dan Pajak Karbon.

Salah satu poin penting UU HPP adalah ketentuan bahwa tarif
PPN mulai 2025 akan menjadi 12 persen, meningkat dari tarif
saat ini yang sebesar 11 persen. 

Namun,  Dolfie  menegaskan,  pemerintah  diberi  ruang  untuk
menyesuaikan  tarif  tersebut  dalam  rentang  5-15  persen
berdasarkan  kondisi  perekonomian  nasional  sesuai  ketentuan
Pasal 7 ayat (3).

“Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kenaikan atau penurunan
tarif  PPN  sangat  bergantung  pada  kondisi  perekonomian
nasional.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  diberi  ruang  untuk
melakukan penyesuaian tarif PPN (naik atau turun),” jelasnya.

Dolfie mengingatkan bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden
Prabowo Subianto nantinya dapat memilih untuk mempertahankan
tarif PPN 12 persen atau melakukan penyesuaian. 

Namun,  dia  menekankan  bahwa  kebijakan  perpajakan  tersebut
harus mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional, pertumbuhan
yang  berkualitas,  peningkatan  penghasilan  masyarakat,
penciptaan lapangan kerja, serta efektivitas belanja negara.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati
Djojohadikusumo  atau  Sara,  mempertanyakan  sikap  PDIP  yang
tiba-tiba menolak kenaikan PPN 12 persen. 

Padahal, kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU HPP.
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“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di
rapat  paripurna,  tiba-tiba  menyampaikan  pendapatnya  tentang
PPN 12 persen. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya
bisa  senyum  dan  geleng-geleng  ketawa,”  kata  Sara,  saat
dikonfirmasi pada Minggu.

Menurut Sara, Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) HPP, sebelum disahkan menjadi UU, adalah
Dolfie Othniel Frederic Palit dari Fraksi PDIP.

“Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya.
Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan
kenaikan PPN 12 persen ini,” ujarnya.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mempertanyakan
sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12 persen.


